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Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.
Z,

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah.

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 188 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 203 Tahun 2023.

. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 236 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan

Pajak Daerah.

1. Memiliki kemampuan dalam pengadministrasian dengan baik
2. Memahami tata kelola pelayanan pajak daerah

3. Mampu menggunakan komputer dengan baik

4. Mengerti kemampuan dalam menganalisis data

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan 1. Komputer
2. SOP Surat Keluar 2. Printer
3. SOP Pengarsipan Data 3. ATK
4. Peralatan Pendukung Lainnya
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka penghapusan/penonaktifan subjek/objek pajak

daerah belum optimal.

1. Regulasi Perpajakan Daerah
2. Data Wajib Pajak




Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Kepala Kepala Keterangan
KopalaBadan| '©P3® | ophidang | Subbidang Peiakans Wajib Pajak Kelengkapan Waktu Output o
Bidang Subbidang :
Penetapan Pendataan
Petugas mendapat informasi/data 1. NPWPD
bahwa waijib pajak sudah tidak 2. NOPD Draft LHP & Draft SK
1 |memenuhi syarat subjektif dan/atau | MULAL l 3. Daftar rincian piutang 1 Hari Penghapusan/Pembatalan
objektif, serta melakukan verifikasi 4. Daftar upaya hukum Subyek/Obyek Pajak
terhadap data tersebut. perpajakan
Kepala Sub Bidang Pendataan II Draft LHP & Draft SK Dr:ftt"‘:': ;g’f;i’; alan
2 |melakukan verifikasi draft LHP dan b Penghapusan/Pembatal 60 Menit spibjik!:bjek pgj ak yang
verifikasi lapangan bila diperiukan an Subyek/Obyek Pajak terverifikasi
Draft LHP & Draft SK
3 Kepala Sub Bidang Penetapan Draft LHP & Draft SK . penghapusan/pembatalan
= Penghapusan/Pembatal 60 Menit : : :
melakukan verifikasi draft LHP L an Subyek/Obyek Paiak subjek/objek pajak yang
Loy yoR'a) terverifikasi
Draft LHP & Draft SK LHP & Draft SK
4 Kepala Bidang melakukan verifikasi penghapusan/pembatala 60 Menit penghapusan/pembatalan
draft SK n subjek/objek pajak subjek/objek pajak yang
yang terverifikasi terverifikasi
LHP & Draft SK Draft SK
5 Kepala Badan menandatangani Surat | l penghapusan/pembatala 60 Menit penghapusan/pembatalan
Keputusan (SK) Kepala Badan n subjek/objek pajak subjek/objek pajak yang
yang terverifikasi terverifikasi
Draft SK
6 WP menerima SK Kepala Badan R penghapusan/pembatala 1 Harl SK Kepala Badan yang telah
yang telah ditandatangani SELESAL | 11y subjek/objek pajak ditandatangani
yang lerverifikasi
TOTAL WAKTU YANG DIBUTUHKAN 3 Hari
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